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Berdasarkan pasal 36 Undang-undang Nomor 22 Tabo@é Pentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yaitu, setiap kendaraan bermotwm dalam trayek wajib
singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecdaétapkan lain dalam izin
trayek. Ancaman pidananya diatur dalam pasal 2it6,ydipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau dpatlag banyak Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun dalamyle¢aan yang terjadi selama
ini masih banyak pengemudi angkutan umum minibQ® Mang tidak singgah di
terminal untuk menaik dan menurunkan penumpang asedangan aturan
tersebut, pengemudi angkutan umum minibus 1300hlebemilih berhenti di
sembarang tempat yang mereka inginkan tanpa mematutan yang sudah
berlaku. Dalam hukum Islam umat muslim dianjurkartuls wajib mematuhi
aturan yang dibuat oleh ulil amri selama peratussebut tidak bertentangan
dengan hukum Islam. Aturan lalu lintas sendiri kiderdapat secara jelas dalam
al-Quran namun aturan tersebut dibuat untuk mevmjudalu lintas yang tertib
dan aman, khususnya untuk menjaga kemaslahan ragraigi menjaga jiwa dari
kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, aganharta benda, dan
menjaga akal. Untuk mencegah terjadinya pelanggararan lalu lintas maka
hukum Islam memberikan sanksi ta’zir yang diserahka&kepada
pemerintah/hakim. Peulisan ini bertujuan untuk rekxskan penerapan sanksi
pidana dalam pelanggaran terhadap Undang-undang2XoTahun 2009,
perspektif hukum Islam terhadap pelanggaran Lalaotasi Angkutan Jalan.
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah ohetieskriptif analisis yaitu
menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yajagli telan kemudian
diambil kesimpulan. Data dalam penulisan ini dipsto melalui penelitian
pustaka lfbrary research) dan penelitian lapangafigd research). Berdasarkan
hasil penelitian bahwa penerapan sanksi pidanadep pengemudi kendaraan
umum minibus 1300 yang tidak singgah di termindledhentikan oleh pihak yang
berwajib unutk diberi arahan serta himbauan supiagk melanggar aturan dan
mematuhi aturan yang telah berlaku.
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TRANSLITERAS

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No| Arab Latin Ket No | Arab [Latin ket

Tidak t dengan titik

. kb )
1 ! dilambangkan 16 ! di bawahnya
. z dengan titiK
2 - b 17 5 1l di bawahnya
3 < t 18 4 ‘
. s dengan titik di .
4 S atasnya 19 ¢ 9
5 d ] 20 | < f
h dengan titik .
6 < b dibawahnya 21 c q
7 d kh 22 d k
8 3 d 23 J I
9 3 . z dengan titik di o ] m
atasnya
10 ) r 25 & n
11 J Z 26 3 w
12 o S 27 0 h
13| & Sy 28 & ’
s dengan titik di
4] e ¥ bawahnya 29 ¢ y
. d dengan titik di
15 oo d bawahnya
2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonésidjri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau mtifto

a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tataa laarkat,

transliterasinya sebagai berikut:

viii



Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupangan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan hyaify:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
© o Fathah dan ya ai
I Fathah dan Wau au
Contoh:
S : kaifa Js2 : haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupkathaan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tandauyai

Harkat dan | Nama Huruf dan
Hur uf tanda
é/\ - Fathah dan alif a
atau ya
TR Kasrah dan ya i
e Dammah dan i
waw
Contoh:
J@ s gala

& L rama



J2 : gila
jjéé:yaqﬁlu

4. TaMarbutah (&)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (8) hidup
Ta marbutah (8) yang hidup atau mendapat harkathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanyadebutah (3) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bkedan kata itu
terpisah maka tenarbutah (3) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

SGLY) 4 g raudah al- atfal/ raudatul atfal

554l 4aall: a1-Madinah al- Munawwarahy

al Madinatul Munawwarah

dall : Talhah



Catatan:
Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis sepertsabitanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamadbildaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahad@anésia seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebaga.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam k&abasa Indonesia

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tadawu
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketertiban dan keamanan masyarakat akan terpelihara bila pada tiap-tiap
masyarakat menaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dalam
masyarakat itu sendiri. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan-
peraturan, namun masih ada orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut,
maka sanksi atau pidana akan diberikan kepada pelanggar tersebut.

Dalam KUHP terdapat buku | tentang aturan umum, buku Il tentang kejahatan
(rechtsdelicten) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam
undang-undang, sebagai perbuatan pidanan, namun telah dirasakan sebagai perbuatan
yang bertentangan dengan tata-hukum. Perbuatan kejahatan tersebut meliputi
kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil
presiden, kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan terhadap kesusilaan, dan
sebagainya. Buku Il tentang pelanggaran.

Pelanggaran adalah wetsdelicten yang artinya perbuatan manusia yang tidak
dirasakan sebagai perbuatan yang adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan
terlarang karena Undang-undang telah mengatur dan mengancamnya. Pelanggaran

dalam kamus hukum mempunyai arti perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat



kejahatan, yang mana pelanggaran ini merupakan peristiwa pidana yang ancaman
pidananya lebih ringan dari pada ancaman pidana kejahatan.*

Untuk memberantas atau setidak-tidaknya mengurangi terjadinya suatu
kejahatan, tentu perlu diketahui tentang sebab-sebab timbulnya atau terjadinya
kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya
kejahatan, makaakan berhubungan dengan ilmu kriminologi. lImu kriminologi adalah
ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, kenaikan dan pencegahan
kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari
berbagai ilmu pengetahuan lainnya.

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan dan hal-hal
yang berhubungan dengan kejahatan antara lain sebab timbul dan melenyapnya
kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat, termasuk
sistem hukuman, penegak hukum serta pencegahannya.®

Sudah sewajarnya kita gelisah menyaksikan bertebaran kejahatan seakan-akan
tengah berlomba-lomba menaikkan jumlahnya.Kesemua peristiwa kejahatan itu
menimbulkan variasi yang lambat laun kian keras, sehingga banyak yang cemas

bahwa Indonesia tak lagi mampu menahan guncangan-guncangan tersebut.”*

'Sudarsono, Kamus Hukum, ( Jakarta: Rhineka Cipta,2005), him334.

2Soejono D, Penanggulangan Kejahatan “Crime Prevention” (Bandung: Alumni, 1976) him.
25.

*B Simanjutak dan Khaidir Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, (Bandung : Tarsito, 1978), him
9.

*Tb.ronny Rahman Nitibaskara, “Tegakkan Hukum Gunakan Hukum” (Jakarta: Kompas,
2007) him.233.



Menurut Undang-undang Pengangkutan Darat Indonesia, kendaraan adalah
suatu alat yang dapat bergerak di jalan. Jalan yang dimaksud adalah jalan yang
diperuntukkan bagi lalu lintas umum, diantaranya yaitu kendaraan bermotor dan
kendaraan tidak bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan
harus:

a. Sesuai dengan peruntukkannya

Maksudnya adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan
harus sesuai dengan rancangan peruntukkannya dijalan yang dilalui.

b. Memenuhi persyaratan teknis

Maksudnya persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan,
ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan
peruntukannya, gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan
kendaraan bermotor.

c. Layak jalan

Maksudnya persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus
dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara

dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.’

Peraturan mengenai lalu lintas di jalan, jika dilihat sekilas merupakan peraturan
yang hanya melindungi kepentingan umum saja, yaitu kepentingan lalu lintas. Tetapi

sebenarnya peraturan tersebut juga untuk menjaga kepentingan perseorangan yang

SAbdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga ( PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2008) him, 110-112.



mempergunakan jalan raya, jangan sampai mereka terganggu dalam menggunakan
jalan.®

Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan
pengembangan wilayah, pemerintah membentuk suatu peraturan agar semua hal
tersebut bisa dicapai. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Didalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, juga mengatur tentang terminal.Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa terminal
adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur
kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang,
serta perpindahan moda angkutan. Pembangunan dan penyelenggaraan terminal di
tempat-tempat tertentu berfungsi untuk menunjang kelancaran mobilitas penumpang
ataupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antramoda secara
lancar dan tertib.” Terminal berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, antara lain

berupa:

a. Tempat untuk naik dan turun penumpang dan/atau muat bongkar barang
b. Untuk pengendalian lalu lintas dan pengangkutan kendaraan umum

c. Tempat pemindahan intra dan antarmoda transportasi

°R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, ( Sumur Bandung, 1984) him, 20.
"Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Setelah kendaraan bermotor tiba di terminal tujuan atau ditempat yang
disepakati, penumpang turun dari kendaraan bermotor. Apabila terjadi kecelakaan
yang mengakibatkan penumpang menderita luka atau meninggal dunia, PT Asuransi
Kerugian Jasa Raharja akan membayar santunan berdasarkan bukti kecelakaan dan
tiket penumpang. Apabila timbul kerugian akibat kesalahan atau kelalaian
pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan darat, pengangkut menyelesaikan
pembayaran ganti kerugian.®

Bunyi Pasal 36 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan, vaitu “Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib
singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin
trayek”. Dalam Undang-undang ini disebutkan juga sanksi pidana terhadap
pelanggarnya vyaitu dalam Pasal 276 yang  berbunyi “Setiap orang yang
mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh

ribu rupiah).

Bireuen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang letaknya sangat
strategis dan dilintasi oleh jalan Nasional serta diapit oleh beberapa Kabupaten.
Dengan letaknya yang strategis, kota Bireuen selalu dilintasi oleh kendaraan umum

dan kendaraan pribadi yang menuju ke Takengon, Banda Aceh dan Medan, kawasan

®Hukum pengangkutan niaga.... HIm208.



terminal Bireuen yang terletak di pinggir jalan lintasan Medan-Banda Aceh membuat
terminal kota Bireuen menjadi ramai. Dengan letak terminal yang strategis, ternyata
tidak membuat semua angkutan umum Khususnya minibus L300 masuk ke terminal
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, mereka lebih memilih berhenti di
depan terminal dan di kawasan terlarang sehingga mengganggu arus lalu lintas

bahkan membuat kemacetan jalan ke Takengon, Banda Aceh dan Medan.

Dalam pelaksanaannya, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih banyak
terjadi.Mobil-mobil penumpang minibus jenis L300 yang melakukan pelanggaran
dengan mendirikan loket-loket untuk mengatur keberangkatan dan kedatangan mobil
dari berbagai daerah di Provinsi Aceh menuju Banda Aceh, sehingga menyalahi

trayek dan tidak singgah di terminal.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan dalil secara khusus yang menyebutkan
aturan lalu lintas, karena pada masa dahulu memang belum ada aturan tersebut
dikarenakan faktor ruang dan waktu yang belum modern. Dalam Islam, setiap aturan
yang telah dibuat oleh pemerintah, wajib ditaati dan dipatuhi.Taat memiliki arti
tunduk (kepada Allah SWT, Rasul, Ulil Amri, Pemerintah dan sebagainya) tidak
berlaku curang dan atau setia.Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus
dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan
yang telah dibuat baik oleh Allah SWT, Nabi, Pemimpin atau yang lainnya. Di
sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat

aturan, dimana saja kita berada, pasti ada aturannya.Aturan dibuat tentu saja dengan



maksud agar terjadi ketertiban dan ketenteraman, mustahil aturan dibuat tanpa ada

tujuan.Oleh karena itu, wajib hukumnya masyarakat menaati aturan yang berlaku.

Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT., yaitu
terdapat pada al-Qur’an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi
Muhammad SAW, yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang
dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin negara, daerah, maupun pemimpin yang lain,

termasuk pemimpin keluarga.®

Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59:

z
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.(Q.S. An-Nisa: 59)

Jika diperhatikan, dalil diatas memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada
ulil amri (pemerintah yang sah).Selama tidak memerintahkan untuk melakukan

maksiat dan semua bentuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya termasuk

%Kisah Teladan dan Ajaran Islam_ Pentingnya Taat kepada Aturan dalam Islam.html diakses
19 Maret 2016 pukul 11.27 WIB.



ibadah.*°Bahkan menaati Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah termasuk juga

ibadah.

Dari uraian di atas penulis menemukan adanya permasalahan yang mana
kewajiban terhadap minibus untuk singgah di terminal tidak sesuai dengan yang
terjadi di lapangan seabagaimana yang disebutkan dalam hukum positif maupun
hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah
dengan judul: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Umum Minibus
L300 yang Tidak Singgah di Terminal Ditinjau Menurut Hukum Positif

DanHukum Islam (Studi Kasus Kota Bireuen).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka didapati rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran terhadap Undang-
undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelanggaran tersebut?

http:///konsultasisyariah.com diakses tanggal 18 Maret 2016 pukul 06.18 WIB.


http://konsultasisyariah.com

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran
terhadap UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelanggaran

UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

1.4 Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan
pengertian judul yang akan dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa definisi yang

berkaitan dengan judul tersebut, antara lain:

1.4.1 Sanksi Pidana

MenurutKamus Besar Bahasa Indonesiasanksi adalah tindakan hukuman
untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-
Undang. Sedangkan pidana adalah kejahatan tentang pembunuhan,
perampokan, korupsi, dan sebagainya.

Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar

ketentuan baik pidana denda maupun pidana kurungan.
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1.4.2 Minibus

Minibus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau
yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.**
1.4.3 Terminal

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan
menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan
pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul
jaringan transportasi.*?
1.4.4 Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kata majemuk yang masing-masing kata-
katanya berasal dari bahasa Arab yaitu, hukum dan Islam. Dalam kamus Bahasa
Indonesia hukum Islam adalah peraturn-peraturan dan ketentuan-ketentuan
yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab al-Quran. Dari pengertian
diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang
berisi hukum-hukum syara’ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan
perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (al-Quran

dan Hadis) dan dalil-dalil syara’ lainnya (berbagai metode ijtihad).™

Jalan.

“Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
' pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

“Abd. Ahmad Dahlan, Ushul Figh, Jakarta : Amzah, 2011) cet 2, him 15.
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1.5 Kajian Pustaka

Demi kepentingan penelitian sebagaimana tertera dalam rumusan masalah
diatas, penulis telah melakukan kajian perpustakaan terhadap beberapa literatur baik
berupa jurnal, skripsi-skripsi, majalah, maupun buku-buku dengan pembahasan yang
berkaitan.

1.5.1 Tinjauan pertama penulis lakukan terhadap sebuah skrispsi yag berjudul
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Supir Angkutan Barang Khusus Yang
Tidak Memakirkan Kendaraannya Di Terminal Yang Telah Disediakan oleh
Apriza Wana Lestari, Mahasiswa Universitas Syiah Kuala,menjelaskan bahwa
Hakim harus memperhatikan 3 (tiga) unsur dalam menjatuhkan sanksi pidana
terhadap perkara-perkara lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu: unsur yuridis/
kepastian hukum, unsur ini menekankan agar hukum dan peraturan
ditegakkan sebagaimana diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya.
Unsur sosiologis/ kamanfaatan, unsur ini menekankan suatu kemanfaatan bagi
masyarakat, dalam arti masyarakat menginginkan adanya suatu manfaat bagi
mereka dari pelaksanaan hukum, bukan malah menimbulkan kegelisahan dari
pelaksanaan hukum itu sendiri dalam masyarakat. Unsur filosofis/ keadilan,
unsur ini menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan hukum adalah untuk
mencapai keadilan, dengan ditegakkannya hukum maka akan memberi rasa

keadilan bagi masyarakat.



1.5.2
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Penerapan sanksi pidana terhadap supir angkutan barang khusus yang
melanggar Pasal 162 ayat (1) huruf ¢ UU No 22 th 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan di Kota Banda Aceh, masih belum optimal dan belum
bisa menekan angka terjadinya pelanggaran terhadap pasal tersebut. Sanksi
pidana yang diterapkan adalah berupa denda.Denda diberikan oleh hakim
dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama.Hakim menjatuhkan sanksi
denda dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan pelanggar. Sanksi yang diterapkan kepada pelanggar relatif

ringan dengan denda Rp. 149.500,-.

Skripsi lain yang menjadi tinjauan pustaka bagi penulis adalah milik Rahmat
Farhan dengan judul Ancaman Pidana terhadap Angkutan Umum yang tak
Singgah di Terminal disebutkan bahwa sanksi pidana yang diterapkan kepada
pelanggaran tidak singgah diterminal adalah berupa pidana denda. Dan denda
diberikan oleh hakim yang diputuskan di pengadilam negeri lebih rendah

dibandingkan yang disebutkan dalam Undang-Undang.

Dari kajian pustaka di atas maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat

perbedaan anatara penelitian penulis dengan kajian pustaka di atas, yang mana kajian

penelitian di atas lebih fokus kepada penerapan sanksi dan ancaman pidana terhadap

aturan UULLAJ dalam Hukum positif yang berlaku secara umum di Indonesia

sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitian pada penerapan sanksi yang

melanggar UULLAJ dalam Hukum Islam.
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Berdasarkan kajian pustaka ini, penulis beranggapan bahwa penelitian yang
berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Umum Minibus L300
yang Tidak Singgah di Terminal Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam
(Studi Kasus Kota Bireuen)” telah memenuhi persyaratan untuk dikaji menjadi
sebuah skripsi. Oleh karena belum ditemukan adanya penelitian yang sama maupun

disebabkan oleh kedudukannya yang penting dalan hukum pidana.

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti
guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang
dihadapi.**Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan metode
penelitian yaitu meliputi jenis metode penelitian, lokasi dan populasi penelitian,

sumber data, tehnik pengumpulan data, dan analisis data.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan
menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan suatu realita yang terjadi dewasa ini, dengan memaparkan data-data

yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisa antara data teoritis dan praktis.*

“Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, Cet I, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996) him
179.

BSuharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian- Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rhineka
Cipta, 2006) him 239.
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1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

yaitu:

1. Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang
diselidiki.® Dalam melakukan observasi peneliti harus terjun langsung ke
lapangan yaitu di kota Bireuen.

2. Interview (wawancara) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka
ketika seorang yakni wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan
masalah penelitian kepada responden dan informan

1.6.3 Lokasi dan Populasi Penelitian
1. Lokasi
Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah terminal kota

Bireuen dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Bireuen.

Lokasi ini dilakukan karena Dishubkominfo sebagai pengatur atau penegak

hukum dibidang lalulintas dan angkutan jalan.

2. Populasi

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah :

a.  Supir Angkutan Umum jenis L300

b. Penumpang Angkutan Umum jenis L300

'®|gbal Hasan, Analisis Data Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009) him 5.
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Anggota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bireuen
Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kota Bireuen

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Bireuen

Anggota satuan lalu lintas polres Bireuen

1.6.4 Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara kelayakan (purposive

sampling)yang diambil dari beberapa orang dari keseluruhan populasi yang terdiri

dari responden dan informan. Adapun yang menjadi responden dan informan adalah

sebagai berikut :

1.

Responden adalah orang yang memberi keterangan berdasarkan
pengalamannya secara langsung. Adapun yang menjadi responden dalam
penelitian ini adalah :

a. Anggota kepolisian Lalu Lintas polres Bireuen sebanyak 1 (satu) orang.

b. Pengemudi kendaraan minibus 1300 sebanyak 3 (tiga) orang.

Informan adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan
pengetahuannya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini
adalah:

a. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bireuen.

b. Anggota Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bireuen

sebanyak 2 (dua) orang.
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1.6.5 Sumber Data
1. Data primer
Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan
diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara
langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang
diperlukan seperti observasi dan interview.
2. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (library
research) yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, majalah,
website dan referensi-referensi yang relavan dengan permasalahan yang ada.*’
Jadi pada landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dan lain-lain juga sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dari
pihak yang ditentukan sebagai informan atau narasumber.
1.6.6 Instrumen Pengumpulan Data
Adapun instrument yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu list
wawancara, alat tulis.Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument list
wawancara, alat tulis yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan

dengan penerapan saknsi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.

Ypeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005) him 155.
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1.6.7 Analisis Data
Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitia lazimnya dikenal tiga jenis alat
pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau
observasi dan wawancara atau interview.'® Dalam rangka menganalisis data yang ada,
baik data yang diperoleh dari perpustakaan maupun penelitian lapangan, penulis
menggunakan metode Deskriptif Analisi yaitu suatu metode yang membahas
masalah-maslah yang timbul pada masa sekarang ini untuk dianalisis pemecahannya
berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber terkait dengan tujuan membuat deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.*°
Untuk penyusunan danpenulisan karya tulis ini, penulis berpedoman pada buku
Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiwa, yang diterbitkan

oleh Fakultas Syariah dan Hukum.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, penulis akan menguraikan
sistematika pembahasan. Penulisan ini dibagi ke dalam empat bab yang masing-

masing bab berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian HUkum, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2010) him 67.

YSumardi Suryabrta, Metode Peneltian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
him.75.
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Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori tentang kendaraan umum dan terminal
yang meliputi konsep kendaraan umum, persyaratan dan layak jalan, pengertian

terminal, pengelolaan terminal, dan perencanaan terminal.

Bab ketiga merupakan bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu kajian
yuridis penerapan sanksi pidana terhadap angkutan umum yang tidak singgah di
terminal, penyebab pelanggaran ketentuan dalam Pasal 36 UU No 22 Tahun 2009
tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan, penerapan sanksi pidana, serta perspektif hukum

islam terhadap pelanggaran lalulintas angkutan jalan.

Selanjutnya adalah bab terakhir yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan

dan saran.



BAB DUA
PENGERTIAN DAN PENGATURAN TENTANG

PELANGGARAN LALU LINTAS

2.1 Kendaraan Umum

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No KM 35 1aBQ03 tentang
penyelenggara angkutan orang di jalan dijelaskémvh&endaraan umum adalah
setiap kendaraan bermotor yang disediakan untukrglimakan oleh umum
dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidaigsung. Adapun
berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang No 22taB09 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan kendaraanahdsliatu sarana angkut di
jalan yang yang terdiri atas kendaraan bermotor damdaraan tidak
bermotor'Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yareyadtian oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraarm Yesmalan diatas rel
sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiagak@an yang digerakkan
oleh tenaga manusia dan/atau hefiéendaraan bermotor umum adalah setiap
kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang tdan/barang dengan

dipungut bayaran.

! Ketentuan umum Undang-Undang No. 22 Tahun 200%efigr_alu Lintas dan
Angkutan Jalan

Ibid.

*Ibid.
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2.1.1 Konsep kendaraan umum
Menurut ketentuan Undang-Undang pengangkutan Déamdbnesia,
kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergejaladiyang diperuntukkan bagi
lalu lintas umum yang terdiri dari kendaraan beonadan tidak bermotdt.
Kendaraan umum merupakan kendaraan bermotor yasgdidkan untuk
digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Skéagaraan bermotor yang
dioperasikan di jalan harus :
a. Sesuai dengan peruntukkannya
Maksudnya adalah setiap kendaraan bermotor yamgeiisikan di
jalan harus sesuai dengan rancangan peruntukkanmjan yang dilalui.
b. Memenuhi persyaratan teknis
Maksudnya persyaratan tentang susunan, peralagengkapan,
ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan gekendaraan sesuai
dengan peruntukannya, gas buang, penggunaan, peleygmn dan
penempelan kendaraan bermotor.
c. Layak jalan
Maksudnya persyaratan minimum kondisi suatu kermstayang harus
dipenuhi agar terjamin keselamatan dan menceg@diteya pencemaran
udara dan kebisingan lingkungan pada waktu diopenasii jalan®
Kendaraan umum berperan dalam memenuhi kebutuhaunsmayang
memiliki pergerakan ataupun mobilitas yang semakieningkat untuk

berpidah dari suatu tempat ke tempat yang lain atengrak yang dekat,

*Abdulkadir MuhammadHukum Pengangkutan Niag@T Citra Aditya Bakti, Bandung,
2008), him. 110.
*Ibid., him. 112
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sedang dan jauh. Kendaraan umum juga berpengatain geengendalian
lalu lintas, penghematan bahan bakar, dan pereacapangembangan
wilayah®

Haries mengungkapkan terdapat beberapa kriteridakaan umum

ideal, diantaranya:

a. Keandalan: kendaraan umum tersedia setiap saatgaxen
menumpangi kendaraan umum masyarakat bisa tepdt wak
cepat menuju suatu tempat.

b. Kenyamanan: pelayan kendaraan umum yang sopan,
memudahkan penumpang naik dan turun kendaraaredigrs
tempat duduk yang nyaman.

c. Keamanan: terhindar dari kecelakaan.

d. Ongkos relatif murah terjangkau.

e. Waktu dalam perjalanan menjadi lebih singkat.

2.1.2. Persyaratan dan layak jalan

Agar memenuhi syarat layak jalan, setiap kendarbammotor yang
dioperasikan di jalan wajib melakukan pengujianipui uji tipe yaitu pengujian
terhadap tipe atau contoh produksi kendaraan bernsebelum tipe kendaraan
bermotor tersebut disetujui untuk di rakit secarassal, dan uji berkala yaitu
pengujian untuk menjamin agar kendaraan bermotdalusedalam kondisi

memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

*WWW.Repository.usu.ac.i®AB Il Tinjauan Pustak®iakses melalui situs
http://repository.usu.ac.id/bitsstream/handle/1 5389/20468/Chapter%2011.pdf;jsessiopatia
tanggal 23 Mei 2017

"Ibid.
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Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan din jdarkewajiban
melakukan pendaftaran kendaraan bermotor untuk :
a. Mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk textibministrasi,
pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indmnes
b. Mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahaag snenyangkut
kendaraan yang bersangkutan serta dalam rangkancpesaan,
perekayasaan, dan pemanajemen lalu lintas dan pgkgan jalan.
c. Memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka pans@n

pembangunan nasiorfal.

2.2 Terminal

2.2.1 Pengertian terminal dan fungsi terminal

Menurut Morlok yang dikutip oleh penulis dalam bukiaringan
Transportasi ; Teori Dan Analisis, terminal adasabagai alat proses dari sistem
transportasi dan merupakan titik di mana penumpdery barang masuk dan
keluar dari sistem dan merupakan komponen pentatgnd sistem transportasi
yang memerlukan biaya yang sangat besar dan sexmimbulkan kemacetah.
Sedangkan dalam UU RI No. 22 Tahun 2009, termirddladn pangkalan
kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mendedatangan dan
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang tdan/barang, serta

perpindahan moda angkutan.

¥ Abdulkadir MuhammadHukum Pengangkutan Niaga, him.113.
°Sakti Adji Adisasmitajaringan Transportasi Teori dan Analisi&/ogyakarta : Graha
llmu, 2011). HIm. 159.
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Selanjutnya terdapat beberapa definisi terminalunégnSurat Keputusan
Bersama (SKB) adalah prasarana angkutan penumpeangat kendaraan untuk
mengambil dan menurunkan penumpang, tempat pednkanis angkutan yang
terjadi sebagai akibat tuntutan efisiensi perargkdterminal juga merupakan
tempat pengendalian atau pengawasan dan pengend@iem perizinan arus
penumpang dan barang. Dalam Surat Keputusan Berg&iB) terminal
merupakan prasarana angkutan yang merupakan bdeyiasistem jaringan jalan
raya untuk melancarkan arus angkutan penumpangodeang. Terminal juga
merupakan tata ruang yang mempunyai peran yangingeiagi efisiensi
kehidupan wilayah kot¥.

Pedoman teknis pembangunan terminal yang tercawtaiam PMPRI
(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonééia) 32 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jaksad B7(1) meliputi :

a. Struktur bangunan

b. Mekanikal elektrikal

c. Instalasi air dan drainase

d. Instalasi dan perangkat pemadam kebakaran

e. perangkat media informasi

f. perangkat keamanan

g. lanskep

h. arsitektural

'°Sakti Adji AdisasmitaPerencanaan Pembangunan Transport@épgyakarta : Graha
llmu, 2011). HIm. 119.
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i. rencana anggaran biaya

Terminal dibagi dalam beberapa kategori yang melipu

1. Terminal penumpang adalah sarana transportasi jatank keperluan
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahaa/atau moda
transportasi serta mengatur kedatangan pemberamgkkendaraan
angkutan penumpang umum. Berdasarkan pelayanadalgan Peraturan

Pemerintah No. 43 Tahun 1993 terminal dikategorikamlalam beberapa

tipe sebagai berikut :

a. Tipe A, melayani kendaraan umum untuk angkutan ligltas batas
negara, angkutan antarkota antarprovinsi, angkataarkota dalam
provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

b. Tipe B, melayani kendaraan umum untuk angkutanrloii dalam
provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

c. Tipe C, melayani kendaraan umum untuk angkutangaecte

2. Terminal barang adalah prasarana transpotasi jalaok keperluan
membongkar dan memuat barang serta perpindahaa/ait@in moda
transportasi angkutan barang.

3. Terminal peti kemas adalah terminal dilakukan pemguian peti kemas
dari hinterland atau pelabuhan lainnya untuk setagp diangkut ke

tempat tujuan ataupun terminal peti kemas yandnlbbsar lagt?

“Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesial®® Tahun 2015
“Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjdamm,Pedoman Pengelolaan
Terminal,(Jakarta : 2010), him. 14.
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Pembangunan dan penyelenggaraan terminal di teteqpabntu berfungsi
untuk menunjang kelancaran mobilitas penumpangpataarus barang dan untuk
terlaksananya keterpaduan intra dan antarmodaaséaacar dan tertib. Pada
terminal dapat dilakukan kegiatan usaha penunjamg yliusahakan oleh badan
Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. kagiataha tersebut dapat
berupa pertokoan, restoran, atau perkantoran. mialilakukan untuk memberi
kesempatan kapada warga negara Indonesia atau takiam Indonesia berperan
serta dalam kagiatan usaha penunjang terminal gueraberikan kemudahan
kepada pengguna jaSaDari segi karakteristik konstruksi desain dan litasi
tersedia berbeda tergantung pada moda transpoasikaq operasional jenis
angkutan dademanderhadap jasa transportasi.

Terminal ditempatkan pada awal dan akhir suatieivayte dan bisa pula
terdapat pada titik-titik perantara sepanjang tkawyee tersebut. Terminal
melayani kegiatan-kegiatan pemuatan barang yangumialasikan sebelum
diangkut melalui terminal, terminal pada titik taju menyediakan sarana
pergudangan supaya barang-barang yang dibongkak setanjutnya disimpan
dalam gudang yang disediakan, sampai alat traregporainnya datang
mengambilnya. Hal ini dilakukan agar tidak menyddaaibketerlambatan dalam

pemberangkatan transportasi.

BAbdulkadir MuhammadHukum Pengangkutan Niaga, him. 110.

“A. Abbas SalimManajemen Transportaglakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006),
him. 104.

Sakti Adji AdisasmitaJaringan Transportasi Teori dan Analigj&’ogyakarta : Graha
IImu, 2011), him. 61.
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Fasilitas terminal dikelempokkan atas fasilitas mda dan fasilitas

pendukung. Adapun fasilitas utama terdiri dari :

a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum vyaitu pelatdradalam
terminal penumpang yang disediakan untuk angkutannu untuk
menaikkan penumpang.

b. Jalur kedatangan kendaraan umum yaitu pelatarataldm terminal
penumpang yang disediakan untuk angkutan umum umariurunkan
penumpang.

c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keddextan,
termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempatltir kendaraan
umum.

d. Bangunan kantor terminal.

e. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar.

f. Menara pengawas.

g. Loket penjualan karcis.

h. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurangigaga memuat
petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.

Sedangkan fasilitas pendukung terdiri dari kamasilkeilet, mushalla,

kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi pangaduan, wartel, tempat
penitipan barang, tamaf.

Adapun fungsi terminal dibagi menjadi 3 unsur sebagrikut :

"*Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjgamm,Pedoman
Pengelolaan... hlm. 7.
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1. Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kengamanenunggu,
kenyamanan perpindahan dari satu moda (kendara&n)mkda
(kendaraan) lain, tempat fasilitas informasi darkip&endaraan pribadi.

2. Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segerpmnaan dan
manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dergkutan serta
menghindari dari kemacetan, sumber pungutan rairidan sebagai
pengendalian kendaraan umum.

3. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha adalakkuntngatur operasi

bus, fasilitas istirahat dan informasi dan sebéagilitas pangkalah’

2.2.2 Pengelolaan terminal dan perencanaan terminal

Penyebaran terminal berperan menunjang tersediajasygatransportasi
yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalulintas giayanan angkutan yang
selamat, aman, cepat, teratur dan dengan biayatggaggkau. Penyelenggaraan

terminal meliputi kegiatan pengelolaan, pemelihaya@an penertiban terminal.

Pengelolaan terminal penumpang yang harus dilakot@iputi kegiatan
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengopeasiaal.
1. Perencanaan pengoprasian terminal penumpang meliput
a. Penataan pelataran terminal menurut rute atau gorugenataan

fasilitas penumpang.

YSakti Adji AdisasmitaJaringan Transportasi Teori,.him. 161.
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Penataan fasilitas penunjang terminal.

Penataan arus lalu lintas di daerah pengawasaimgrm

. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan

Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartuapersy
Pengaturan jadwal petugas di terminal.

Evaluasi sistem pengoperasian terminal.

Pelaksanaan pengoperasian terminal penumpang tnelipu

a.

e.

Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umudalan
terminal.

Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraaorun
jadwal yang telah ditetapkan.

Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang.

. Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedat&egdaraan

umum pada penumpang.

Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasames.

Pengawasan pengoperasian terminal penumpang meliput

a.

b.

o

o

f.

Pemantauan pelaksanaan tarif.
Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan.
Pelaksanaan kendaraan yang secara jelas tidak mbnkahayakan

jalan.

. Pemeriksaan batas kapasitas muatan yang diijinkan.

Pemeriksaan pelayanan diberikan oleh penyediaajagieutan.

Pencacatan dan pelaporan penyelenggaraan yandj.terja
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g. Pemeriksaan kewajiban pengusaha angkutan sesuagarden
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yanggdain

berangkat?®

Adapun sumber pendapatan terminal terdiri dari tsd@e sumber

pendapatan diantaranya :

1. Retribusi terminal adalah pelayanan atas penyediaampat parkir
untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil baramgpat
kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan teainyang dimiliki
dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidakasuk pelayanan
peron.

2. Pelayanan peron adalah tiket peron diambil darip tia
penumpang/pengantar yang masuk ke dalam area #&drniihusus
bagi penumpang yang tiba pada suatu terminal tid&denakan
pembayaran peron.

3. Sewa loket penjualan tiket dan sewa kios/toko yadg di lokasi
terminal, pada tiap lokasi terminal terdapat baaguantuk penjualan
tiket, khususnya untuk kendaraan umum lintas psavin

4. Retribusi parkir dan toilet, retribusi parkir damlét yang ada dalam
terminal jika dikelola dengan baik akan menjadi bampendapatan

yang potensial bagi termin&l.

“Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjdamm,Pedoman Pengelolaan...,
him. 19
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Suatu terminal memiliki beberapa sistem tugas pakaanisasi tertentu
untuk pengelolaan terminal yang lebih baik, dalamgat pokok organisasi
terminal terbagi menjadi tiga konteks diantaranyalah :

1. Administrasi dan sistem informasi. Dalam konteks tarminal
merancang sistem distribusi, jadwal dan arus transda transportasi
sehingga terlayani secara efisien dan efektif.e8isadministrasi ini
juga mencakup sistem perencanaan, penyusunan &egidan
anggaran, pelaporan yang akuntable.

2. Traffic engineeringatau pembentukan sistem lalu lintas dan angkutan
dari dan menuju terminal beserta pengaturannyaara&onteks ini
managemen terminal merancang bagaimana penggunaan d
pengembangan infrastruktur fisik, dan infrastruktuganisasi untuk
dapat memberikan layanan yang optimal. Dalam hialoiganisasi
mengatur sistem perparkiran, antrian, ranttaffic light, serta fasilitas
umum dan penunjang.

3. Traffic operation mencakup bagaimana mengatur transit, jadwal
perjalanan, distribusi jalur trayek, manajemenkunggan terminal dan

lalu lintas moda dan penumpafig.

Perencanaan suatu terminal terdapat beberapahg yenting untuk
diketahui secara rinci yaitu fungsi terminal, déwn dari sistem jaringan rute

secara keseluruhan maupun dari aktivitas atau ns¥kanproses yang ada di

“Ibid.,him. 20.
*Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjdamim,Pedoman Pengelolaan...,
him. 11.
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terminal. Dalam perencanaan suatu terminal terdapherapa kriteria umum
yang perlu ditetapkan sebagai berikut :
1. Terminal hendaknya dapat mengantisipasi pergerp&man kaki, yaitu
mudah dicapai dari daerah sekitarnya.
2. Terminal hendaknya dapat mengantisipasi sirkulasiggrakan bus
secara efektif dan efesien.
3. Terminal hendaknya dapat mengantisipasi kebututzanrsfer cepat dan
mudah.
4. Terminal hendaknya membuat penumpang merasa nyadararaman,
baik untuk kegiatan naik turun dari bus maupundi@mantar lintas bus.
5. Terminal hendaknya memungkinkan bus dapat menaikkan
penumpang secara mudah dan cepat.
6. Termial hendaknya sekecil mungkin mempengaruhi igoridiu lintas

pada jarngan jalan sekitarnya.

Menentukan lokasi terminal merupakan tahapan yaakng penting
karena terminal yang baik adalah terminal yangreesiatem transportasi mampu
berperan dalam melancarkan pergerakan sistem tidaspsecara keseluruhan.
Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah :

1. Tipe terminal yang akan dikembangkan.

2. Komponen pergerakan yang akan dilayani.
3. Tipe lintasan rute yang akan dilayani.

4. Jumlah rute yang akan dilayani.

5. Kondisi dan karakteristik tata guna lahan padaatasekitar terminal.
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6. Kondisi dan karakteristik jaringan jalan.
7. Kondisi dan karakteristik lalu lintas pada jaringalan di sekitar lokasi

terminal.

Dalam perencanaan pembangunan terminal, fasiléag paling dominan
dan merupakan fasilitas utama adalah :

1. Areal keberangkatan, vyaitu areal pelataran yangeddikan bagi
kendaraan angkutan penumpang umum untuk menaikkanngpang
sebagai akhir perjalanan.

2. Areal kedatangan, vyaitu pelataran yang disediakagi tkendaraan
angkutan penumpang umum untuk menaikkan penumpebagai akhir
perjalanan.

3. Areal menunggu bagikendaraan, yaitu areal pelatgeangy disediakan
bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk hiatirdan siap
munuju jalur pemberangkatan.

4. Areal lintas, yaitu areal pelataran yang disediaksyi kendaraan
angkutan penumpang umum sementara dan untuk manaiklan
menurunkan penumpang.

5. Areal tunggu penumpang, yaitu areal palataran ydiegdiakan untuk
menunggu yang disediakan bagi orang yang akan oiaakperjalanan

dengan kendaraan angkutan penumpang.

Faktor yang mempengaruhi lokasi perencanaan tefmamh@ah sebagai

berikut :
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1. Aksesibilitas, yaitu tingkat pencapaian kemudahan dapat dinyatakan
dengan jarak fisik, waktu atau biaya angkutan.

2. Struktur wilayah kota guna mencapai efesiensi mauptektivitas
pelayanan terminal terhadap elemen-elemen perkgi@agm mempunyai
fungsi primer dan sekunder.

3. Lokasi lintas, terminal merupakan pembangkit lattals sehingga lokasi
terminal hendaknya tidak menimbulkan permasalaalanihtas.

4. Biaya, memeperhatikan biaya yang dikeluarkan okhgkaia jasa, agar
pengguna angkutan umum dapat diselenggarakan seraaam dan

murah?*

2.2.3. Strategi pembangunan terminal

Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maugws barang dan
untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antarmeedara lancar dan tertib, di
tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diseteaggn terminal. Dalam
pembangunan terminal perlu mempertimbangkan lokasa ruang, kapasitas,
kepadatan lalu lintas dan keterpaduan dengan madsportasi laifi?

Dalam proses pembangunan terminal memerlukan hedoéahapan yang
berurutan, pertama harus menentukan lokasi yangy dkiérikan bangunan yang
diinginkan dengan lajur tanah yang memenuhi syanaiik fasilitas yang akan

dibuat, langkah selanjutnya yaitu desain dengan peeiimbangkan fasilitas dan

'sakti Adji AdisasmitaPerencanaan Infrastruktur Transportasi Wilay@fogyakarta :
Graha llmu, 2012), him. 93-95

2C.S.T. Kansil dan Christine S.Djsiplin Berlalu Lintas Di Jalan Ray&Jakarta: PT
Rineka Cipta, 1995), him. 22.
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pengukuran lokasi secara pasti, menentukan stamhay harus dipenuhi dalam

konstruksi, jarak dan lokasi material yang akamdakan dalam pelaksana@n.

2.2.4. Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayaeayediaan parkir
untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatdraudan fasilitas lain di
lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelotdeh Pemerintah Daerah.
Obyek retribusi terminal merupakan jasa pelayaram gengguna fasilitas yang
terdiri dari tempat parkir untuk kendaraan penungpamum dan bis umum,
sedangkan subyek retribusi adalah orang pribadiu atzadan yang
menggunakan/menikmati jasa pelayanan/fasilitasatind terminal. Pemungutan
atas kendaraan-kendaraan tertentu atau yang didebgan retribusi dilakukan
tidak atas permintaan dan tidak terhadap perseanamgelainkan dianggap
bermanfaat bagi kelompok tertentu dari rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal difelaskan
bahwa objek retribusi terminal adalah pelayanamiteal yang disediakan
pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasaatayamminal, pelayanan jasa
yang disediakan berupa :

1. Pelayanan parkir kendaraan umum
2. Tempat kegiatan usaha
3. Fasilitas-fasilitas lain di lingkungan terminal gadimiliki dan dikelola

oleh pemerintah daerah

ZPingit Broto Atmadi, “Tinjauan Aspek Teknik Pembangn Suatu TerminalJurnal
Teodolitg Vol. 7, No. 1, Juni 2007, him. 4. Diakses tanggdbanuari 2017.

»’Kusumadi Pudjosewojd®edoman Pelajaran Tata Hukum Indonegitakarta : Sinar
Grafika, 1997). HIm. 221.
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4. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atbadan yeng
menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari penaér daerah
dalam hal ini seluruh sopir yang memakai jasa ugehainal meliputi
sopir angkutan kota dan sopir bis. Retribusi teah@tapat dikenakan oleh
pengguna jasa layanan terminal yang ada di Kabufizea
Tata cara pemungutan retribusi terminal dilakudangan menggunakan

SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokullaie yang dipersamakan,

pemungutan retribusi tidak dapat diborong.

2.3 Teori Kepatuhan Hukum dan Teori Pemidanaan

2.3.1 Teori Kepatuhan Hukum

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia, kepakwikaim diartikan
dalam dua kata yaitu patuh dan hukum. Kata patabikpdiberi awalan “ke” dan
akhiran “an” maka sifatnya akan menjadi patuh a&at®® Sebenarnya yang

mendasari ketaatan terhadap hukum adalah normaaagam

Allah berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 59:

“http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/28 TAHIZR09UU.htm diakses pada
tanggal 28 september 2017

W.J.S.Poerwadarmint&amus Umum Bahasa Indonesidakarta : Balai Pustaka,
1961). Him. 169.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah daratdah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamulaman Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al@@yidan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan karnudian. yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatr{{@5. An-Nisa’)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperiatahkntuk mentaati
Allah dan Rasul, sedangkan taat kepada ulil amngik@ti taat kapada Allah dan

Rasul?’

Masyarakat wajib mentaati suatu aturan yang ddema oleh syari’at
maupun undang-undang selama aturan tersebut patuk wliikuti dan tidak
menyeleweng.

Dalam kitabal-Sunan al-Kubrgno. 20782) hadits dari Abu Hurairah r.a.

ia berkata; Nabi SAW bersabda:

é%‘}l\@\i"(’-«i:}lww\

Artinya: Seungguhnya aku diutus hanya untuk mempyemakan
keshalihan akhlak.” (HR. Al-Bayhad)

Berdasarkan hadits diatas dapat kita simpulkan balakhlak yang
diajarkan oleh Nabi harus dilaksanakan oleh umatusia. Apabila ketaatan

hukum hanya sebatas taat dan tunduk kepada unchalagg atau peraturan saja

”’Sayyid QuthubTafsir Fi Zilalil Qur'an, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). HIm. 401.
**http://www.irfanabunaveed.net/search/label/Hadiksks 21 Mei 2017



37

artinya tidak dilandasi oleh moral agama, makadtatanya tidak dilandasi oleh
manfaat kesadaran akan arti dan manfaat hukumbteérs8ehingga seseorang
yang taat kepada hukum hanya sekedar takut at&sisdgam hukumannya saja
atau takut dan malu terhadap orang yang menyaksi&amengawasinya.Namun
jika ketaatan yang dilandasi oleh moral agama, makaatannya berasal dari
kesadaran dirinya, bahwa hukum itu bermanfaat bdigihya dan bagi
masyarakat.Ketaatan kepada hukum bukan karenaksarpanamun karena
kesadaran bahwa hal itu merupakan kewajiban yang ltilaksanakaf?

Masalah kepatuhan hukum sebenarnya merupakan satahpersoalan
yang lebih luas, yaitu budaya kesadaran hukum. yau#lasadaran hukum dalam
masyarakat masih bersifat abstrak, artinya tanpayadkesadaran hukum maka
efektivitas aturan hukum tidak akan terlaksana dengempurna. Dalam hal ini
M.Sofyan Lubis menjelaskan kepatuhan hukum selzgdut :

Kapatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hydwighmelahirkan bentuk
kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukungydiberlakukan dalam hidup
bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku ysamyatanya patuh terhadap

nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihatrddirasakan oleh sesama anggota
masyarakat.

Selanjutnya M.Sofyan Lubis menegaskan bahwa kepatuhukum
masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran datideesmasyarakat terhadap
hukum yang berlaku sebagai aturan maire(of the gamesebagai konsekuensi
hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudiiam bentuk perilaku yang
senyatanya patuh pada hukum. Menurutnya, masyatadait patuh kepada

hukum dikarenakan individu dan masyarakat dihadapgada dua tuntutan

»Suparman Usmatjukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi HuklamIdalam
Tata Hukum IndonesiajJakarta : Gaya Media Pratama, 2001). HIm. 86.
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kesetiaan, dimana antara satu kesetiaan yang saentangan dengan tuntutan
kesetiaan lainny&’

Soejono Soekanto memandang bahwa penegakan hudtaknleépas dari
faktor-faktor yang mempengaruhi daya kerjanya huksecara efektif dalam
masyarakat. Faktor-faktor tersebut berupa :

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang

b. Faktor penegak hukum vyaitu pihak-pihak yang memilennaupun
menerapkan hukum

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung peaadakkum

d. Faktor masyarakat yakni dimana hukum tersebut ikekan atau
diterapkan

e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cigém ras yang

didasarkan kepada karsa manusia di dalam perghidap>*

2.3.2 Teori Pemidanaan

Pidana berasal dari kataraf dalam bahasa Belanda, atau secara umum
sering diterjemahkan sebagai hukuman. Menurut RoeSlaleh pidana adalah
reaksi atas delik dan berwujud nestapa yang desgagaja ditimpakan Negara
pada pembuat delik tersebut. Nestapa atau peratetigesebut bukan tujuan akhir
yang dicita-citakan masyarakat tetapi hanya suajuamn terdekat. Pemidanaan

merupakan suatu proses atau cara untuk menjatuinikamman/sanksi terhadap

**http://artikel.kantorhukum-lhs.com/indonesia-dalkrisis-kepatuhan-hukum/diakses
pada tanggal 12 April 2017

*'M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidan@akarta : Sinar Grafika, 2015).
Him. 110
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orang yang telah melakukan tindak kejahatachtsdelict maupun pelanggaran
(wetsdelicy.®?

Pandangan lain yang dikemukakan oleh Alf Ross yarembedakan
pidana dengan tindakan yang berdasar pada unsgelpan dan bukan unsur
penderitaan. Konsep pidana dari Alf Ross bertokdapdua tujuan, yaitu : pidana
ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap ommg bersangkutan dan
pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadauatan pelaki.

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai magaerbuatan yang
dilarang, yang terhadap perbuatan itu telah dik@apancaman pidana kepada
barang siapa yang melakukannya. Negara menjalatidammenjatuhkan sanksi
pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-undargghiet kepada pelaku
perbuatari’

Adapun tujuan dilakukannya pemidanaan adalah untekdidik pelaku
jarimah supaya tidak melakukan pelanggaran ataahk&n, hukuman yang
diberikan agar pelaku benar-benar sadar atas keselga dan tidak mengulangi
pelanggaran atau kejahatan tersebut bukan karkoateahadap hukuman yang
diberikan tetapi memiliki kesadaran diri terhadajum.

Ada berbagai macam pendapat tentang teori pemidameanun yang
sering digunakan dalam hukum pidana terdapat g¢ankpok, yaitu :

1. Teori absolut

*Sigit SusenoSuatu Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pitiedanesia di
dalam dan luar KUHP(Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2¢118). 31.

*|bid,..him. 32.

*Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidang,Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2005). HIm. 155.
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Teori ini berpijak pada pembalasan. Teori ini bjeda untuk
memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sematipun pihak
yang dirugikan. Pendekatan teori absolut meletakgagasannya
tentang hak untuk menjatuhakn pidana yang kerasgaste alasan
karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatanDgai
penjelasan tersebut sudah terlihat bahwa dasaraufa@mdekatan
absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, ddwagarnain, dasar
pembenaran dari pidana ini terletak pada adanya tdgadinya
kejahatan itu sendiff Bila seseorang melakukan kejahatan, sehingga
ada kejahatan hukum yang terlanggar.

Karl O. Christiansen mengidentifikasikan lima giakok dari teori
absolut, yaitu :

a. Tujuan pidanan hanyalah sebagai pembalasan
b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak
mengandung sarana untuk tujuan lain seperti ke®egsn
masyarakat
c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat peasidan
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelaku
2. Teori relatif

Prinsip teori ini penjatuhan pidana dan pelaksamganharus

berorientasi pada upaya mencegah terpidana untukgutangi

kejahatan serta mencegah masyarakat dari melakikghatan.

*Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum PidandJakarta : Sinar Grafika, 2015). HIm. 187.
*Ibid.,him 188
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Orientasi tersebut menciptakan dan mempertahamitanertib hukum
dalam masyarakat.

Secara umum ciri-ciri pokok teori relatif ini bgdan untuk
pencegahan, upaya pencegahan dilakukan dengan tuidaja
hukuman pidana yang bersifat menakut-nakuti, mebgdrkajahatan
si pelaku, dan membuatnya tidak berdaya.Hal irakdikan supaya
pelaku menjadi sadar dan tidak melakukan pelangdira

3. Teori gabungan

Teori ini menggabungkan pemikiran yang terdapatrdateori
absolut dan teori relatif. Teori ini berasumsi bahpenjatuhan sanksi
pidana diadakan untuk membalas perbuatan si pekar, pelaku
direhabilitasi sehingga bisa kembali kemasyaraRanjatuhan suatu
pidana kepada seseorang tidak hanya berorientdsi paaya untuk
membalas tindakan orang tersebut, tetapi juga adarupaya untuk
mendidik atau memperbaiki orang tersebut sehingigk tmelakukan

kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masta?

Menurut Muladi ada lima tujuan dari pemidanaartuyai
a. Teori pembalasandtribution)
Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan glasam
atas kesalahan yang telah dilakukan. Teori inidersi bahwa sanksi

dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karemagotelah

Ibid., him. 190.
*Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana.,. HIm.165.
*Mahrus Ali,Dasar-Dasar Hukum Pidana, him. 192.



42

melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akildiknyang harus
ada sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku tegjatsehingga
sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilaari retribution
memberikan hukuman hanya berdasarkan ganjaran. Pealaku
kejahatan harus menerima hukuman yang layak dengan
mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan gdakukan. Teori
ini dipengaruhi oleh pandangan retributifretfibutive view,
memandang pemidanaan sebagai pembalasan terhasidahlee yang
dilakukan atas dasar tanggungjawab moral masingagasatau
pandangan yang bersifat melihat ke belakdnagkward-looking
b. Teori pencegaharéterrencg
Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pasdrahtas
kesalahan pelaku, tetapi sara untuk mencapai tuy@ngy bermanfaat
untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraanks ditekankan
pada tujuannya untuk mencegah supaya masyarakalt titelakukan
kejahatan bukan bertujuan untuk pemuasan absalsikatdilan. Teori ini
melihat pemidanaan dari segi manfaat atau keguyaadimana yang
dilihat adalah keadaan yang dihasilkan denganutiik@n pidana tersebut.
Pemidanaan ini bermaksud untuk memperbaiki sikap #&ihgkah laku
terpidana dan untuk mencegah orang lain melakulebuptan yang
sama.

c. Rehabilitation
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Retribusi dilakukan untuk mengubah pelaku menjadgata yang
taat hukum dan menjadi masyarakat yang produktiehaRilitasi
menganjurkan seharusnya sanksi digunakan untuk ubahgapa yang
menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Perubaharerupakan hasil
sebagai hasil dari interverensi yang direncanakan proses tersebut
dilakukan untuk perubahan secara individu.

. Inkapasitas/pelemahaimé§apacitation

Pembenaran inkapasitas sebagai hukuman yang merngatau
pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukgaahk&an perlu
dilemahkan atau dihapuskan. Paradigma inkapasitatikdn sebagai
upaya untuk menurunkan atau meghilangkan kemamgeseorang untuk
melakukan kejahatannya. Bentuk inkapasitas yangngsedigunakan
adalah pemenjaraan, tindakan pemenjaraan meruptikdakan yang
membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaylamencegah
pelaku tidak melakukan kejahatan. Inkapasitas sebértujuan untuk
menghilangkan pelaku dari masyarakat dengan carecegah mereka
untuk mengancam orang lain.

. Restorasirgstoration

Restorasi lebih melihat kepada kerugian yang diseba kepada
korban kejahatan dan membutuhkan pertanggaungjawedbe pelaku
untuk membayar segala kerugian yang dialami olabdm Pendekatan
keadilan restoratif sering diabaikan dalam sistepragilan pidana,

pendekatan ini bertujuan mendorong pelaku untukgaebangkan rasa
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tanggung jawab individu dan menjadi anggota maggarayang
bertanggung jawab. Tujuan teori restoration ini@dantuk memberi rasa
aman dan damai terhadap korban dan pelaku dengammmnyelesaikan

konflik diantara merek®

Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili mengemukakahwa ta’zir
memiliki arti “mencegah dan menolak” karena ia atamencegah pelaku agar
tidak mengulangi perbuatannyBa’zir diartikan mendidik supaya hukuman yang
dijatuhkan dapat mendidik dan memperbaiki pelakar @@ menyadari perbuatan
jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentilkafiny

Al-Mawardi mendefinisikarta’zir menurut istilah adalah hukuman yang
bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiatpy yarkumannya ditetapkan
oleh syara’lbrahim Unais juga mendefinisikata’zir menurutsyara’ adalah
hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukumarshadi.*?

Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa penjatuhdurman ta’zir
atas meninggalkanmandub atau mengerjakan makruh akan membawa
kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan tdjlesanakannya hukufi.
Kebutuhan-kebutuhan masyarakat merupakan alasang yemat untuk
ditetapkannya hukumara’zir karena untuk memelihara ketentraman dan

kepentingan masyarakat setiap waktu dan keadaan.

“Nafi’ Mubarok, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum pi&tasional dan Figh Jinayah”
al-Qanun Vol. 18, No. 2 (2015). Diakses melalui
http:/jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/ddead/233/223, tanggal 21 Juli 2017

*Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islagn(Jakarta : Sinar Grafika, 2005). Him.
248.

“Ibid., him. 249.

“Ibid.,him. 251.
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Berkaitan dengan teori pemidanaan dikenal adanyaerbpa tujuan
pemidanaan, yaituRetribution (pembalasan),Deterence (pencegahan), dan
Reformation (perbaikan). Topo Santoso mengemukakan bahwa dalstmm
pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagabalasan tetapi memiliki
fungsi pencegahan serta perbaikan.Hukuman ters#ddat kenyataanya juga

sangat melindungi masyarakat dari tindakan jah#a selanggaran hukuffi.

*Topo Santosaylenggagas Hukum Pidana Isla(@andung: Asy-Syaamil Press dan
Grafika, 2000). HIm. 190.



BAB TIGA
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN

UU LLAJ DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1 Profil Terminal Kota Bireuen

Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang tdrdapaovinsi Aceh.
Kota Bireuen yang terletak diantara penghubungadiat jalan menuju arah
Timur, Barat, dan Selatan, kota Bireuen juga menpdat segala kegiatan
ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sehingga rmaadat menggunakan
alternatif kendaraan umum untuk memudahkan dan hesngt waktu menuju
suatu tempat, kendaraan umum juga tersedia set@pBengan adanya terminal
yang terletak di pusat kota Bireuen maka akan mairkah masyarakat untuk
menggunakan alternatif kendaraan umum menuju kepaerpang diinginkan.
Terdapat 2 terminal di pusat kota Bireuen, yaitumteal yang berada di jalan
lintasan Medan-Banda Aceh gampong Pulo Ara seb#ganinal lama dan
terminal baru yang berada dijalur lintas Banda Akldan, Gampong
Geulumpang Payong. Dengan kondisi terminal barg ystum beroperasi maka
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi kotaeugn mengambil
kebijakan bahwa terminal yang terletak di jalan Ble@anda Aceh gampong
Pulo Ara dialih fungsi menjadi terminal pembantpetiB. Sehingga dengan
dijadikannya pembantu terminal tipe B transaksikaten umum tetap teratur dan

tidak mengalami kemacetan dijalan.

47
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Berdasarkan terminal yang layak untuk beroperagiuyterminal yang
memiliki fasilitas lengkap. Sementara terminal yasgdang beroperasi di
Gampong Pulo Ara tidak bisa ditetapkan sebagai iteimyang memenuhi
kriteria, karena masih sangat banyak fasilitas yaelgm lengkap yang dimiliki
terminal tersebut. Terminal yang terletak di gangpoBeulempang Payong
merupakan terminal baru yang belum beroperasi,itaintersebut memimiliki
fasilitas-fasilitas yang cukup bagi penggunanyduyaeperti bangunan terminal,
jalur pemberangkatan angkutan umum, jalur kedataragegkutan umum, jalur
tunggu kendaraan umum, loket penjualan karcis, allasshkamar mandi, kantin,

tempat tunggu penumpang.

1.2. Penerapan Sanksi Pidana dalam Pelanggaran Terhadap Undang-

Undang

No 22 Tahun 2009 Tentang L alu Lintas Angkutan Jalan

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahui®Zlentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 36 dijelasledawa‘Setiap Kendaraan
Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terrhyang sudah ditentukan,
kecuali ditetapkan lain dalam izin trayekjerdasarkan Pasal 36 tersebut juga
diatur ketentuan pidananya dalam pasal 276 Undadgng Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yaitdSetiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebangaia dimaksud dalam

Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling dain (satu) bulan atau
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denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus limdutp ribu rupiah)”!
Meskipun peraturan tersebut sudah berlaku, akaapitehasih banyak yang
melakukan pelanggaran tidak memasuki terminal untuknaikkan dan
menurunkan penumpang.

Jika dilihat dari segi penerapan sanksi pidanajumg Bripka Novianto
dalam masalah penerapan sanksi pidana hakimlahlghiigberhak memutuskan
di Pengadilan Negeri Bireuen berapa besar sanksg gidberikan kepada pelaku
yang tidak mangambil atau menurunkan penumpangrainal. Sedangkan pihak
kepolisian hanya melakukan penertiban dan membémbduan kepada
pengemudi kendaraan umum untuk mentaati peratuaag yelah ditetapkah.
Hasil wawancara dengan Bripka Novianto dapat disikgm bahwa dalam
penerapan sanksi pidana terhadap pengemudi kendanaam yang melanggar,
hakimlah yang memutuskan berapa besar sanksi yiaegkén terhadap pelaku,
sedangkan pihak kepolisian hanya melakukan penaghkium dengan cara
memberi himbauan atau arahan kepada pelaku.

Berdasarkan pengamatan yang di lakukan selama Hamiadi terminal
kota Bireuen ternyata masih banyak kendaraan umahamd trayek yang
melintasi terminal tidak mematuhi aturan yang subdeHaku untuk memasuki
terminal. Para pengemudi lebih memilih mengambil oheenurunkan penumpang
di sembarang tempat, dan berhenti menunggu penyngiasembarngan tempat

tanpa memiliki rasa ketaatan terhadap hukum sehitegjg lintas menjadi tidak

! Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Laldiftan Angkutan Jalan.
? Bripka Novianto, Polantas Polres Bireugvawancaral5 Juni 2017
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tertib. Padahal di depan terminal tertulis dengamgat jelas himbauan supaya
angkutan umum dalam trayek wajib memasuki terminal.

Pengemudi kendaraan umum lebih memilih mengantéil emenurunkan
penumpang di luar terminal dikarenakan penumpamgy yaenunggu kendaran
umum di terminal sedikit, bahkan bisa dikatakan piartidak ada penumpang
sehingga pengemudi lebih memilih tidak memasukimieal dan lebih
menghematkan waktu dalam perjalanan. Sehingga péarasyang mereka
dapatkan dari mengambil penumpang di luar termliglsih banyak, pengemudi
tersebut juga menjelaskan bahwa mereka memasuokintdrjika ada paket yang
harus dititpkan ke loket terminal sdja.

Pengemudi lain juga mengatakan bahwa alasan tidakasuki terminal
adalah karena malas membayar retribusi dan minirpeyampang yang berada
di terminal?

Informasi yang di dapatkan dari Dinas Perhubundémunikasi dan
Informatika kota Bireuen bahwa sangat sulit meng&ianggar angkutan umum
yang tidak masuk terminal, karena terminal yangasgdberoperasi di kota
Bireuen tidak memiliki fasilitas lengkap dan sist@endataannya masih secara
manual, sehingga pihak dishubkominfo kesulitan ragmdpengemudi yang
melanggar tidak masuk terminal. Maka mereka menicesiatif lain dengan

mengadakan razia untuk memberi arahan dan himb&epada pengemudi

*Wawancara dengan M.Sauban, sopir L300 pada tatggaini 2017
“Wawancara dengan llyas, sopir L300 pada tanggep@mber 2017
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angkutan umum yang tidak menaik dan menurunkan rppang di dalam
terminal supaya mereka tetap patuh terhadap paragang sudah berlaRu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dismibf® Bireuen
mengemukakan bahwa pelanggaran tidak memasuki rigrntidak diambil
tindakan apa-apa. Namun pada saat petugas melakak#n dishubkominfo
mengambil tindakan yaitu hanya dengan menyita b€k (buku uji) dan tidak
dikenakan denda yang befat.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh KepalshDibkominfo salah
satu cara yang dilakukan oleh Dishubkominfo untulenorunkan angka
pelanggaran yang tidak memasuki terminal adalalyateicara melakukan razia,
ketika melakukan razia maka pengemudi yang melakugalanggaran di
berhentikan dan ditilang kemudian petugas memerikdau uji (Kir). Razia
tersebut dilakukan untuk memberitahukan kepada amakst bahwa betapa
pentingnya menaati peraturan yang telah berlak@aysuperciptanya lalu lintas
yang tertib dan aman.

Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas dan AngkutaanJsiomor 22 Tahun
2009, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarddeatujuan untuk :

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutamjgkng aman, selamat,
tertib, lancer, dan terpadu dengan moda angkuianulstuk mendorong
perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan ymemperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu megjumggi martabat

bangsa;

*Wawancara dengan pegawai dishubkominfo Ali, padggal 10 Juni 2017

®Wawancara dengan Mulyadi, Kepala Dinas Perhuburiganunikasi dan informatika
Bireuen pada tanggal 10 Juni 2017
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b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukuimtesyarakaf.

Menurut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinderhubungan
Komunikasi dan Infomatika berdasarkan dalam Unddandang Nomor 22 Tahun
2009 bahwa angkutan umum dalam trayek wajib masukinal, namun saat ini
belum ada tindakan lebih lanjut yang dibawa ke Bditlgn seperti denda atau
hukuman kurungan terhadap pengemudi yang tidak krtasoninal mereka hanya
memberi himbauan kepada pengemudi angkutan umuayaupesuk terminal,
para petugas melakukan razia hanya memeriksa igumatrayek dan buku uji
(buku KIR) untuk penertiban lalu lintas sesuai atuyang berlaku. Razia yang
dilakukan oleh pihak dishubkominfo sesuai dengasepakatan pihak petugas,
mereka hanya melakukan razia dalam 6 bulan s&kali.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor-faktang menyebabkan
pengemudi kendaraan umum melakukan pelanggarak tdasuk terminal
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-dridamor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

a. Kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum

Kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum meanptktor
penyebab seseorang melakukan pelanggaran, hal ambomat para
pengemudi melanggar aturan lalu lintas. Tidak patahpengemudi
kendaraan umum melanggar ketentuan UU No 22 TafQ0f erlihat

pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh PolresuBn dan Dinas

’Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalualsidtngkutan Jalan
*Wawancara dengan Bpk Marzuki, PPNS Dishubkominftaganggal 9 Juni 2017
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Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Meskipursiaisasi
tersebut sudah dilakukan namun masih banyak pedarygmg terjadi.

b. Kurangnya kesadaran dari pengemudi kendaraan umum
Meskipun pihak Dishubkominfo dan Polresta sudah akédan
sosialisasi dan himbauan namun para pengemudi keardaimum
tetap melakukan pelanggaran, hal tersebut disebhabkarena
kurangnya kesadaran dari para pengemudi kendamaamu Seperti
yang terjadi di lapangan dimana pengemudi mengetahlwa di
depan terminal terdapat panflet yang tertulis wajiasuk terminal
tetapi pengemudi mengabaikan himbauan tersebut t&ap
menaik/menurunkan terminal diluar termifal.

c. Kurangnya penumpang di terminal
Kurangnya penumpang di terminal juga menjadi saatu pemicu
pengemudi kendaraan umum tidak memasuki terminara P
pengemudi kendaraan umum memilih mengambil penug@dau
menurunkan penumpang di pinggir jalan sehinggadeftemacetan

dan lalu lintas tidak tertib.

1.3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Aturan Undang-
Undang
Lalu Lintasdan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009

*Wawancara dengan Mulyadi, Kepala Dinas Perhuburiganunikasi dan informatika
Bireuen pada tanggal 10 Juni 2017
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Pada dasarnya peraturan dibuat bertujuan untuk pernudahkan
manusia. Dalam Islam tidak disebutkan dalil tentéalg lintas, namun dalam
Islam diperbolehkan mengatur aturan tersebut karehanggap dapat
menimbulkan kemaslahatan bagi umat. Dalam fatwamislh Ibnu Baaz
(Muawiyah, 2012) menjelaskan bahwa pelanggaranlitaias akan menyebabkan
timbulnya bahaya bagi diri sendiri maupun orang.l®ihak yang berwenang
boleh menjatuhkan hukuman kepada orang yang medanggiran tersebut,
dengan hukuman yang bisa membuat pelaku jera untungulangi
pelanggaranny&.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yangngaedung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dwmamapun di akhirat. Hukum
Islam ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan hidwmusia baik rohani,
jasmani, individual dan sosial. Sebagaimana yangelaskan oleh Edi
Yuhermansyah dkk dalam buku Hukum Pidana Islam, Adhaq al-Syathibi
merumuskan ada 5 (lima) tujuan disyariatkan hukstam, yaitu: memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bendam&etujuan hukum Islam ini

disebutal-maghasid al-khamsah atau al-maghasid al-syartah

Jarimah merupakan suatu perbuatan yang mengakrbdtrugian bagi
orang lain atau masyarakat, baik dalam bentuk materti harta maupun non
materil seperti ketenteraman dan harga diri. fgierbuatan yang dikategorikan

jarimah adalah suatu aturan berupa perintah ataufpamngan yang

°Susatyo YuwonoKarakter disiplin berlalulintas dalam Islajiakses pada tanggal 3
juli 2017 melalui http://www.publikasiilmiah.ums.at

""Dedy Sumardi, Bukhari Ali & Edi Yuhermansyatiukum Pidana Islam(Banda Aceh:
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014nhp.
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disosialisasikan atau disebarluaskan terlebih dahabar diketahui oleh
masyarakat.
Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabil@enehi unsur-unsur
jarimah yaitu :
a. Unsur formal (ukn al-syar’)

Unsur formal adalah adanya nash atau hukum syaaaqg y
melarang melakukan suatu tindak pidana dan pelakdigncam dengan
sanksi hukuman tertentu. Ketentuan-ketentuan memgerbuatan yang
diancam dengan ancaman bagi pelakunya harus bekdasaashnya
terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilakukdeh karena itu,
tidak ada ketentuan hukum bagi suatu tindak pidsetzelum ada nash
yang mengaturnya.

b. Unsur materiil {ukn al-Madd)

Unsur materil adalah adanya perbuatan yang bersiigawan
hukum. Artinya, tindakan kejahatan itu benar-betelah terjadi atau
terbukti oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkeypada tindak pidana
secara sempurna.

c. Unsur moril ¢ukn al-Adab)

Pertanggungjawaban pidanal-(nas’uliyyah al-jinaiyyah adalah
pembuat tindak pidana haruslah orang yang dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya, patmindak pidana
harus memahami hukum, mengerti isi beban, sanggemperma beban

tersebut, telah mencapai usia dewasa (baligh), kbleraehat, dan
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mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dipraserta

melakukannya atas kehendaknya ser8iri.

Hukum Islam wajib di taati dan dipatuhi berdasarkiaman Allah SWT
dalam surat an-Nisaa’ ayat 59 ;

2
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah daratdah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamulaman Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al@yidan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kamudian. yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatng@S An-Nisa’)

Setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kehendalkah, kehendak
Rasul, dan kehendak ulil amri. Kehendak Allah makam ketetapan yang tertung
dalam al-Quran, kehendak Rasul merupakan sunnahtgammpun dalam kitab-
kitab hadis, sedangkan kehendak ulil amri (pengudsauat dalam peraturan
perundang-undangan. Ayat di atas memerintahkan kaukmin agar mentaati

putusan hukum dari siapapun yang berwewenang nm@etdukunt:

Para ulama berbeda-beda pendapat tentang makaé ka¥! sl ) ulil

amr. Dari segi bahas4, ‘;J;i ) uli adalah bentuk jamak dafisls ) waliy yang
berartipemilikatau yang mengurus atau yang menguasai. Bentulk jdarakata

tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sgdarkata( Y ) al-amr

2lbid., him. 43.
Blbid., him. 4.
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adalah perintah atau urusadli al-amr adalah orang-orang yang berwenang
mengurus urusan kaum muslimin, dan yang diandaldatam menangani
persoalan-persoalan kemasyarakatan. Mereka adalahpenguasa/pemerintah,
ulama, dan yang mewakili masyarakat dalam berbkglmimpok dan profesi.
Adapun pendapan lain yang dikemukan oleh pengatafsg al-Manar, yaitu
Muhammad ‘Abdullah dan Rasyid Ridha, juga oleh ardfhi bahwa bentuk
jamak dari katauli juga diartikan sebagai kelompok tertentu, yakru dzadan
atau lembaga yang berwewenang menetapkan dan nakalpasesuatu, misalnya
dalam hal pengangkatan kepala Negara, pembentukimg-undang dan hukum,

atau yang dinamai( l\s Jall Jal ) ahlu al-halli wa al-‘aqd Allah

memerintahkan umat Islam taat kepadiaal-amr berarti bahwa ketaatan tersebut

bersumber dari ajaran agama karena perintah AVER.S

Menurut Hazairin ketetapaulil amri sebagai petugas-petugas kekeuasaan

negara ada dua macam yaitu :

a. Ketetapan yang merupakan pemilihan atau penunjgiais hukum
yang setepat-tepatnya, baik yang bersumber darad@uran maupun
dari Sunnah Rasul.

b. Ketetapan yang merupakan pembentukan garis hukuag lyaru bagi

keadaan baru menurut tempat dan waktu, dengandmenaa pada al-

“M. Quraish ShihabTafsir Al Misbah (Jakarta : Lentera Hati, 2002), him. 586.
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Quran dan sunnah. Kategori ini dinamakan hasihadi dengan
menggunakaal-ra’yu.*

Dalam ayat 59 tersebut diwajibkan atas masyanakiatk taat kepada ulil

amri selama ketaatn kepada ulil amri tidak mengagdatau mengakibatkan

kedurhakaan, mereka wajib ditaati walaupun perimngabebut tidak berkenan di

hati yang diperintahkan. Dalam konteks ini, Nalw $eersabda :

felally o) abuall o all e JIB b g aile bl Joa ill die ) in ) e ol e
(elumo\j‘))z\.c\.)a\]jcnudéwfgﬁg\Y\o)sju._\;\\.ngé

Artinya : “Dari lbnu Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW berskl) seorang
muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apfa (yang
diperintahkan oleh ulil amri) suka atau tidak sulaetapi bila ia diperintahkan
berbuat maksiat, jangan dengarkan dan jangan tadtiR. Muslim 3°

Hadis ini menjelaskan bahwa diwajibkan atas umaslimuuntuk taat
kepada pemimpin kecuali pemimpin membuat aturamg y@ertentangan dengan
perintah Allah SWT, yang dimaksud dengan pemimpsind adalah seperti
pemerintah, peraturan yang dibuat pemerintah tgatuntuk kemaslahatan umat.
Adapun contoh peraturan yang mendatangkan kemastahgaitu tidak
melanggar aturan lalu lintas, turut serta dalamidtag sosial. Aturan tersebut
jelas tujuannya untuk menjaga ketentraman, ketartidan keamanan bagi
masyarakat dan masyarakatpun memerlukan aturaabters

Taat dalam al-Quran berarti tunduk, memerima setaess, dan atau
menemani. Ketaatan yang dimaksud bukan sekedarksaglakan apa yang

diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalapaya yang dilakukan oleh

“Muhammad Tahir AzharNegara Hukum(Jakarta : Prenada Media, 2003), him. 154.
*Ibid., him.586.
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penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdiadakepasyarakat. Nabi
saw bersabda ( 4sx<=i (3 ) agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya

“untuk siapa?” Nabi saw menjawab “untuk para penimgaum muslimin dan
khalayak ramai mereka” (HR. Muslim melalui Abu Rygah Tamim lbn Aus ad-
Dari). Maksud nasihat tersebut adalah dukungantiptsimasuk kontrol sosial
demi suksesnya tugas-tugas yang mereka errfban.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW memékata kaum
muslimin untuk memberi dukungan positif kepada pemeh dengan cara
mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemeringshndendukung aturan tersebut
demi kemaslahatan masyarakat sehingga tugas-tageas di emban pemerintah
terlaksana dengan baik.

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluryatréénpa kecuali
berkewajiban menaati pemerintah, selama penguasa pémerintah tidak
berrsikap zalim selama itu pula rakyat wajib taah dunduk kepada penguasa
atau pemerintah. Dengan demikian prinsip ketaatamgikat rakyat secara
alternatif dan rakyat berhak mengoreksi setiap lkelean yang dibuat oleh
penguasa atau pemerint4h.

Hukuman bagi pelanggaran lalu lintas atau yaraktidemasuki terminal
jika dilihat dari segi hukum Islam adalah hukumatzit. Definisi ta’zir menurut
Al-Mawardi adalah hukuman yang bersifat pendidikatas perbuatan dosa
(maksiat) yang hukumannya belum ditentukan olehrasyaAdapun yang

dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah menirayjgg@&rbuatan yang yang

M. Quraish ShihabTafsir Al Misbah....him. 587.
*Muhammad Tahir AzharNegara Hukum...him. 155.
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diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharam(#arang). Dilihat dari
segi sifatnya jarimah ta’zir dibagi kepada tigaibag
a). Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat,
b). Ta’'zir karena melakukan perbuatan yang memletsaykepentingan umum,
c). Ta'zir karena melakukan pelanggararukhalafah.*®

Jarimah ta’zir tidak ditentukan oleh syara’ hukunapa yang diberikan
kepada pembuat jarimah namun hanya menyebutkanarkyang paling berat
dan paling ringan, hakim diberi kebebasan untuk iterhukuman-hukuman
mana yang sesuai dengan perbuatan dan keadaaaksipBlenentuan jarimah
ta’zir diserahkan kepada penguasa dengan syats Basuai dengan kepentingan
masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan ketensyara’, hak yang
diberikan kepada penguasa dalam menentukan jarsuphya penguasa dapat
mengatur masyarakat dan memelihara kepentingamiegan serta siap

menghadapai masalah yang mend&dak.

YAhmad Wardi MuslichHukum Pidana Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 252.
»*Ahmad HanafiAsas-asas Hukum Pidana Islafdakarta : Bulan Bintang, 1990), him.



BAB EMPAT
PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakatandabab-bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan smiaagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana yang diterapkan kepadaeipedq
kendaraan bermotor umum yang melanggar aturan liatas
angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomorak2iim 2009
Pasal 36 tidak diberikan denda ataupun sanksi,gedeaggar hanya
diberhentikan oleh pihak yang berwajib untuk meegebuku uiji
kendaraan, apabila buku uji tidak memenuhi syai@tardilakukan
penyitaan buku uji, selain itu pelanggar diberiasadan himbauan
supaya mentaati peraturan yang berlaku dan dileeimgatan agar
tidak mengulangi pelanggaran tersebut.

2. Dalam Islam segala peraturan yang dibuat olehaniti wajib di
patuhi. Segala peraturan yang dibuat oleh ulil amgmiliki tujuan
untuk kemaslahatan umat supaya kehidupan umat manus
terpelihara agamanya, jiwanya, akal, keturunan klaria benda.
Melanggar peraturan lalu lintas angkutan jalanktideatur secara
jelas dalam al-Quran maupun hadis, namun jarimdanggaran
tersebut ditetapkan berdasarkan ketetapan ulil asupaya

kamaslahatan umat terjaga dan terpelihara. Adapknnhan yang
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diberikan terhadap pelanggaran tersebut adalah nmakuta’zir,
dimana hukuman tersebut diputuskan oleh hakim diang
pangadilan. Hukuman yang diberikan kapada pelanggaujuan
suapaya pelanggar jera tidak akan mengulangi petbugrsebut

dan pelanggar bisa patuh terhadap aturan yandberla

1.2. Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Komunikasilammmatika
untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi terhagapgemudi
kendaraan umum yang melanggar aturan menaikkarmgguurunkan
penumpang disembarangan tempat sesuai dengan atinmdang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu LintasAlagkutan Jalan
sehingga dapat menimbulkan efek jera dan mentdatara yang
berlaku kepada pengemudi kendaraan bermotor umamtaigak lagi
melanggar aturan tersebut.

2. Diharapkan agar ada upaya penegakan hukum terhazatap pelaku
pelanggaran kendaraan umum yang tidak memasukin@rmdengan
tegas dan tanpa adanya negosiasi terhadap aturgnbgalaku agar
pelanggaran tersebut tidak dilakukan lagi.

3. Diharapkan kepada pihak Polantas Bireuen dan Dierhubungan
Komunikasi dan Informatika agar meningkatkan peragam dalam

melakukan operasi di wilayah terminal Bireuen.
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4. Diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkaadikean hokum
tentang lalu lintas lintas angkutan jalan supayaaegah hal-hal yang
tidak diinginkan, dan mentaati peraturan yang tethbhuat oleh
pemerintah agar masyarakat selamat dan tertiblah ja@aya sehingga
aktivitas di jalan raya menjadi lancar tanpa adahganbatan dan

halangan.
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JL. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor 1937/Un.08/FSH.1/06/2017 07 Juni 2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kapolres Bireuen

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama . Suci Lestari

NIM 1141209631

Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / X (Sepuluh)
Alamat : Lamnyong

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang
menyusun Skripsi "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Umum
Minibus L300 Yang Tidak Singah di Terminal Ditinjau Menurut Hukum
Islam (Studi Kasus Kota Bireuen)'" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu
untuk dapat memberikan data-data serta  penjelasan  seperlunya yang
berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.
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e S

: 1901/Un.08/FSH.1/06/2017 05 Juni 2017

Lampiran : -

Hal

: Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
I. Kepala Dinas Perhubungan Komnikasi dan Informatika Bireuen
2. Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Bireuen

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama . Suci Lestari

NIM : 141209631

Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / X (Sepuluh)
Alamat : Lamnyong

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang
menyusun Skripsi "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Umum
Minibus L300 Yang Tidak Singah di Terminal Ditinjau Menurut Hukum
Islam (Studi Kasus Kota Bireuen)" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu

~untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan  seperlunya yang

berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

AL eRIAN T=Wassalam
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DEKAN FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
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Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan

Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam
Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh; #

MEMUTUSKAN

: Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Agustin Hanafi., Lc., MA Sebagai Pembimbing |

b. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, MH Sebagai Pembimbing Il

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Suci Lestari

NIM 1 141209631

Prodi : HPI .

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Umum Minibus L300 yang Tidak Singgah

di Terminal Ditinjau Menurut Hukum Islam

. Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila temyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan umntuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

: Banda Aceh
: 24 November 2016



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1 : wawancara dengan Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Dinas

Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Bireuen. 21 Juni 2017.
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Gambar 2 : wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan

Komunikasi Dan Informatika. 21 Juni 2017.



Nama
Tempat/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Kebangsaan/Suku
Status Perkawinan
Pekerjaan

Alamat

Orang Tua

a. Ayah
b. Ibu
c. Alamat

Riwayat Pendidikan

SD
SLTP
SLTA

o0 oy

: MIN 1 Samalanga

: SMP Ummul Ayman
: MAS Jeumala Amal
Perguruan Tinggi

RIWAYAT HIDUP PENULIS

: Suci Lestari
: Samalanga/6 April 1994
: Perempuan

:Islam

: Indonesia/Aceh

: Belum Kawin

: Mahasiswi UIN Ar-Raniry

: Samalanga, Kab. Bireuen

: Baihaqi
: Fakhriah
: Samalanga

Tahun Lulus : 2006
Tahun Lulus : 2009
Tahun Lulus : 2012
: S-1 Hukum Pidana Islam Fakufgari'ah dan

Hukum UIN Ar-Raniry, masuk tahun 2012.

Banda Aceh, 8 Juli 2017
Penulis

Suci Lestari
NIM. 1209631



